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ABSTRACT 
Marriage is a physical and mental bond between a man and a woman to fulfill the purpose of 
domestic life as qualified and harmonious husbands and wives that have been determined by 
Islamic law.  The variety of religions in Indonesia does not rule out the possibility of marriage 
between religious believers, contextually there is a halalness of marrying a book expert in the 
Qur'an, encouraged by Article 35 and its explanation, as well as Article 37 paragraph (1) of Law 
Number 23 of 2006 concerning Population Administration which indirectly provides 
opportunities for interfaith marriages to occur. Therefore, the author would like to know how the 
polemic of the pn surabaya ruling related to interfaith marriage with family law ( marriage law 
and population population administration law). In this study, the research method used was 
normative juridical. he results showed that the PN Decision was contrary to ps 2 of the Marriage 
Law and the Marriage Law was not in line with the Population Administration Law so there must 
be a deeper study because the subject of religion is very sensitive in Indonesia.        
 Keywords: Marriage, Different Religions, Family Law  

 

ABSTRAK 

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk 
memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami-isteri yang memenuhi syarat dan rukun 
yang telah ditentukan oleh syariat Islam.  Beragamnya agama di Indonesia tidak menutup 
kemungkinan terjadinya perkawinan antar pemeluk agama, secara kontekstual adanya kehalalan 
menikahi ahli kitab dalam al Qur’an, didorong Pasal 35 dan penjelasannya, serta Pasal 37 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang secara 
tidak langsung memberikan peluang terjadinya perkawinan beda agama.Oleh karena itu, penulis 
ingin mengetahui bagaimana polemik putusan pn surabaya terkait pernikahan beda agama dengan 
hukum keluarga ( uu perkawinan dan uu administrasi kependudukan). Dalam penelitian ini, 
metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
Putusan PN bertentangan dengan ps 2 UU Perkawinan dan UU Perkawinan tidak sejalan dengan 
UU Administrasi kependudukan sehingga harus ada kajian lebih dalam karena perihal agama 
sangat sensitif di Indonesia. 
Kata Kunci:  Pernikahan, Beda Agama, Hukum Keluarga 
 
PEDAHULUAN 
         Hukum perkawinan sebagai bagian 
dari hukum perdata merupakan peraturan-
peraturan hukum yang mengatur perbuatan- 
perbuatan hukum serta akibat-akibatnya 

antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan 
seorang wanita dengan maksud hidup 
bersama untuk waktu yang lama menurut 
peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam 
undang-undang. Perkawinan menurut 
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bahasa yaitu mengumpulkan dan menurut 
syara‟ yaitu akad yang telah terkenal dan 
memenuhi rukun-rukun serta syarat (yang 
telah ditentukan) untuk berkumpul. 
Perkawinan juga bisa diartikan ikatan lahir 
dan batin antara seorang laki-laki dan 
perempuan untuk memenuhi tujuan hidup 
berumah tangga sebagai suami-isteri yang 
memenuhi syarat dan rukun yang telah 
ditentukan oleh syariat Islam. 
         Untuk mewujudkan sebuah 
perkawinan yang sah, Islam menghendaki 
perkawinan yang dilakukan sesuai dengan 
syari‟at yang berlaku. Sebagaimana yang 
terdapat dalam pasal 2 ayat 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan yang menyatakan perkawinan 
adalah sah, apabila dilakukan menurut 
hukum masing-masing agamanya dan 
kepercayaannya itu. Salah satu syarat 
perkawinan yang sah menurut syari‟at 
agama Islam adalah perkawinan yang 
dilaksanakan antara sesama pemeluk agama, 
yaitu umat Islam dengan umat Islam. 
Berdasarkan teori tersebut diketahui bahwa 
perkawinan yang sah jika dilakukan sesama 
pemeluk agama. Namun, tidak berlaku bagi 
pasangan suami istri yang melakukan 
perkawinan beda agama baik salah satu 
keduanya yang beda agama maupun salah 
satunya. 
           Di Indonesia, adanya Undang-
Undang yang membahas tentang perkawinan 
beda agama yang di atur dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan pasal 35 huruf 
(a) yang menyatakan bahwa perkawinan 
yang ditetapkan oleh pengadilan. Namun 
dalam Undang-Undang ini tidak secara 
spesifik membahas tentang perkawinan beda 
agama dan tidak secara khusus menanggapi 
hal tersebut. Namun yang diakui di 
Indonesia jika pasangan suami istri yang 
berbeda agama harus memeluk agama yang 
sama di salah satu pasangan dengan maksud 
mereka harus pindah agama baik memeluk 
agama istri maupun suami. 
       Sehingga ada beberapa dampak negatif 
yang akan ditimbulkan dari perkawinan beda 
agama, yaitu; pertama, adalah perasaan dan 
suasana tidak tenang hidup bersama dengan 
orang berbeda agama, untuk 

mempertahankan agama sebagai 
kepercayaan masing-masing, ini bisa 
berdampak terhadap keharmonisan keluarga, 
sebab tujuan dari menikah adalah untuk 
membentuk keluarga yang sakinah, 
mawaddah, dan warahmah. Kedua, yaitu 
rasa tidak tenang secara sosial karena selalu 
menjadi sasaran pandang masyarakat. 
Ketiga, anak bisa mendapatkan kebingungan 
dalam hal pendidikan agama karena melihat 
perbedaan keyakinan dan teknis beribadah 
dari kedua orang tuanya. 
          Hukum mempunyai kaitan yang 
sangat erat dengan masyarakat. Hukum 
adalah salah satu instrument pengendalian 
sosial (social control), namun hukum juga 
berfungsi sebagai sarana perubahan 
sosial(social engineering). Masyarakat, 
sebagai suatu kesatuan berfungsi sebagai 
alat kontrol terhadap anggota-anggotanya 
sedemikian rupa agar seluruh anggotanya 
menghormati dan menjalankan kegiatan 
sesuai dengan norma-norma budaya yang 
diciptakannya sendiri. Norma dan nilai yang 
tumbuh berkembang di masyarakat nantinya 
akan berpengaruh terhadap produk hukum 
pada  suatu wilayah. Mengingat bahwa 
interaksi sosial sebagai hubungan sosial 
yang dinamis, menyangkut hubungan antara 
individu dengan individu, kelompok dengan 
kelompok akan menjadikan kedinamisan 
pada hukum yang berlaku pula. Interaksi 
sosial inidapat beerupa bekerjasama, 
persaingan, akomodasi, dan pertentangan. 
         Problematika adanya polemik 
pernikahan beda agama tengah menjadi 
sorotan publik, Seperti yang terjadi pada 
Pengadilan Negeri (PN) Surabaya 
sebelumnya disebut memberi izin kepada 
warganya yang memiliki agama berbeda 
untuk menikah. Atas hal ini, Mahkamah 
Agung (MA) pun diminta untuk turun tangan 
menyudahi polemik pernikahan beda agama 
tersebut. Adapun kronologis dari kejadian 
tersebut bermula dari sepasang suami istri 
yang berbeda agama di Surabaya, Jawa 
Timur, bisa bernafas lega usai pernikahan 
mereka akhirnya bisa diakui negara. Hal itu 
terjadi setelah Pengadilan Negeri (PN) 
Surabaya mengabulkan permohonan 
mereka. Sebelum permohonan mereka 
dikabulkan PN Surabaya, pernikahan RA 
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pengantin pria yang beragama Islam dan 
EDS pengantin wanita yang beragama 
Kristen, ternyata tak diakui Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
setempat. Pendaftaran berkas mereka 
ditolak. Padahal keduanya sudah 
melangsungkan pernikahan dengan 
persetujuan keluarga dan menggunakan cara 
agama mereka masing-masing pada Maret 
2022 lalu. Setelah ditolak di Dispenduk 
Capil Surabaya, mereka kemudian 
mengajukan permohonan pernikahan beda 
agama ke PN Surabaya, agar perkawinan 
mereka bisa dicatatkan di Dispendukcapil. 
Permohonan pernikahan beda agama ke PN 
Surabaya itu mereka ajukan 13 April 2022 
lalu. Kemudian, permohonan mereka 
dikabulkan oleh hakim tunggal Imam 
Supriyadi pada 26 April 2022. Dengan 
Nomor penetapan 916/Pdt.P/2022/PN Sby. 
Hakim pun memerintahkan agar 
Dispendukcapil mencatatkan pernikahan RA 
dan EDS. Sebagaimana putusan pengadilan. 
Perintah ini harus dilakukan dan tak bisa 
ditolak.  
       Menurut humas PN Surabaya, Suparno, 
mengatakan ada beberapa pertimbangan 
yang diambil oleh hakim tunggal Imam 
Supriyadi, dalam menangani perkara ini. 
Pertama, pernikahan atau perkawinan 
berbeda agama tidaklah merupakan larangan 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974. "Bahwasanya UU No. 1/1974 
tentang perkawinan tidak mengatur 
mengenai perkawinan beda agama. Oleh 
karena itu dipertimbangkan untuk 
mengabulkan permohonannya untuk 
mengisi kekosongan aturan-aturan UU 
Perkawinan”. Pertimbangan selanjutnya 
ialah Pasal 35 huruf a Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan, maka terkait dengan 
masalah perkawinan beda agama adalah 
menjadi wewenang pengadilan negeri untuk 
memeriksa dan memutusnya. "Kemudian 
mengacu juga pada UU Adminduk yang 
sudah ada, pasal 35 A uu 23/2006 yang 
diperbaiki dengan uu 24/2013. Dengan 
demikian, penetapan ini, pada pokoknya 
adalahnya mengizinkan untuk mencatatkan 
perkawinan beda agama di Dispendukcapil 
Surabaya,". 

         Untuk memperkuat analisis yang akan 
dilakukan, beberapa penelitian terdahulu 
yang berkaitan dengan penelitian ini 
diantaranya kajian terkait pernikahan beda 
agama  telah dilakukan oleh Nur Asiah 
(2015). Hasil penelitiannya menunjukkan 
bahwa pernikahan beda agama  dilihat dari 
Maqasid Asy Syari’ah, secara relevansi 
keberadaan ahli kitab pada saat ini tidak 
sesuai teks nash pada masa nabi dan dari 
aspek keburukan yang mendominasi 
dibanding kebaikannya. Di dalam fatwa 
MUI dijelaskan bahwa menikah beda agama 
hukumnya haram dan dalam hukum positif 
adanya pasal-pasal yang melarang 
perkawinan campuran baik secara langsung 
ataupun tidak langsung. Kesimpulan dari 
penelitian ini bahwa perkawinan beda agama 
menurut Undang-undang tidak sah melalui 
Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan, Kompilasi 
Hukum Islam dan hukum Islam. 
          Adapun penelitian Fahrurrazi M. 
Yunus (2018), mengungkapkan dalam 
penelitiannya, bahwa dampak dari 
perkawinan beda agama yaitu dampak 
terhadap rumah tangga yang tidak harmonis 
menimbulkan kegelisahan, dan sulitnya 
berkomunikasi. Dampak terhadap anak yang 
membuat hubungan antara keluarga yaitu 
anak dan orang tua menjadi kacau dan tidak 
utuh karena mengetahui kedua orang tuanya 
berbeda keyakinan. Dampak terhadap harta 
warisan yang mengakibatkan anak yang 
lahir dari perkawinan beda agama tidak 
mempunyai hak untuk mendapatkan harta 
warisan apabila tidak seagama dengan 
pewaris yang dalam hal ini pewaris 
beragama Islam. Adapun tinjauan hukum 
Islam menyatakan bahwa perkawinan beda 
agama itu tidak sah, karena menurut fatwa 
MUI Nomor:4/MUNASVII/MUI/8/2005 
menetapkan bahwa nikah beda agama 
hukumnya haram yang diperkuat dengan 
firmannya dalam surat al-mumtahanah ayat 
10 dan al-baqarah ayat 221. Dari 
perbandingan  kedua tulisan  di atas 
diharapkan dapat memahami  konsepnya dan 
membandingkan dalam kehidupan nyata. 
          Berdasarkan pada permasalahan di 
atas, maka penulis akan mengkaji lebih 
dalam terkait dengan masalah Polemik 
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putusan PN  Surabaya terkait pernikahan 
beda agama dengan hukum keluarga ( uu 
perkawinan dan uu administrasi 
kependudukan). Penulisan ini menggunakan 
beberapa metode antara lain: pertama, 
pengumpulan data yang bersifat 
penelitianpustaka (library research), yakni 
dengan jalan mencari buku-buku dan karya 
tulisan yang berhubungan dengan 
perkawinan. Adapun sumber rujukan dari 
tulisan ini dikaji dari berbagai buku dan 
karya ilmiah lainnya yang ada kaitannya 
dengan perkawinan beda agama. Kedua, 
analisa data yaitu dengan menggunakan 
metode deduksi, yaitu suatu analisis data 
yang bertitik tolak atau berdasarkan pada 
kaidah-kaidah yang bersifat umum 
kemudian diambil suatu kesimpulan yang 
bersifat khusus.. 

METODE PENELITIAN 
                Penulisan ini menggunakan beberapa 

metode antara lain: pertama, pengumpulan 
data yang bersifat penelitian pustaka (library 
research), yakni dengan jalan mencari buku-
buku dan karya tulisan yang berhubungan 
dengan perkawinan. Adapun sumber rujukan 
dari tulisan ini dikaji dari berbagai buku dan 
karya ilmiah lainnya yang ada kaitannya 
dengan perkawinan beda agama. Kedua, 
analisa data yaitu dengan menggunakan 
metode deduksi, yaitu suatu analisis data 
yang bertitik tolak atau berdasarkan pada 
kaidah-kaidah yang bersifat umum kemudian 
diambil suatu kesimpulan yang bersifat 
khusus. 
HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
Legalitas Perkawinan Beda agama 
menurut Hukum Positif dan Hukum 
Islam 

     Di Indonesia, secara yuridis formal, 
perkawinan di Indonesia diatur dalam 
Undang- Undang Republik Indonesia 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
dan Instruksi Presiden Republik Indonesia 
Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi 
Hukum Islam. Kedua produk perundang-
undangan ini mengatur masalah-masalah 
yang berkaitan dengan perkawinan termasuk 
perkawinan antar agama. Dalam Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) 
disebutkan: “Perkawinan adalah sah, apabila 
dilakukan menurut hukum masing-masing 
agamanya dan kepercayaannya itu.” Dalam 
rumusan ini diketahui bahwa tidak ada 
perkawinan di luar hukum masing-masing 
agama dan kepercayaan. Hal senada 
diterangkan beberapa Pasal dalam Instruksi 
Presiden Republik Indonesia Nomor 1 
Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 
Islam, sebagai berikut: 

Pasal 4:  “Perkawinan adalah sah, apabila 
dilakukan menurut hukum Islam sesuai 

dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. 

Pasal 40: Dilarang melangsungkan 
perkawinan antara seorang pria dengan 
seorang wanita karena keadaan tertentu; 

a. Karena wanita yang bersangkutan masih 
terikat satu perkawinan dengan pria lain; 

b. Seorang wanita yang masih berada dalam 
masa iddah dengan pria lain; 

c. seorang wanita yang tidak beragam Islam.  

Pasal 44: “Seorang wanita Islam dilarang 
melangsungkan perkawinan dengan seorang 
pria yang tidak beragama Islam” 

Pasal 61: “Tidak sekufu tidak dapat 
dijadikan alasan untuk mencegah 
perkawinan, kecuali tidak sekufu karena 
perbedaan agama atau ikhtilaf al-dien”. 

           Dengan demikian, menurut 
penjelasan pasal-pasal tersebut bahwa setiap 
perkawinan yang dilaksanakan dalam 
wilayah hukum Indonesia harus 
dilaksanakan dalam satu jalur agama, tidak 
boleh dilangsungkan perkawinan masing-
masing agama, dan jika terjadi maka hal 
tersebut merupakan pelanggaran terhadap 
konstitusi. Pandangan agama Islam terhadap 
perkawinan antar agama, pada prinsipnya 
tidak memperkenankannya. Dalam al Qur'an 
dengan tegas dilarang perkawinan antara 
orang Islam dengan orang musyrik seperti 
yang tertulis dalam Al-Quran yang berbunyi: 
 “Janganlah kamu nikahi wanita-wanita 
musyrik sebelum mereka beriman. 
Sesungguh nya wanita budak yang mukmin 
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lebih baik dari wanita musyrik, walupun dia 
menarik hati. Dan janganlah kamu 
menikahkah orang musyrik (dengan wanita-
wanita mukmin) sebelum mereka beriman. 
Sesungguhnya budak yang mukmin lebih 
baik daripada orang musyrik, walaupun dia 
menarik hatimu”. (Al-Baqarah (2):221) 
        Larangan perkawinan dalam surat al-
Baqarah ayat 221 itu berlaku bagi laki-laki 
maupun wanita yang beragama Islam untuk 
kawin dengan orang-orang yang tidak 
beragama Islam. 
1. Lelaki ahli kitab (Yahudi ataupun 
Nasrani) Haram Manikahi Muslimah 

        Mengenai lelaki ahli kitab (Yahudi dan 
Nasrani) haram menikahi wanita Muslimah 
tidak ada kesamaan lagi. Sebagaimana 
ditegaskan dalam al Qur'an Surat al-
Mumtahanah: 10 dan al-Baqarah: 221. Maka 
Imam Ibnu Qodamah Al-Maqdisi 
menegaskan: “Dan tidak halal bagi 
Muslimah nikah dengan lelaki kafir, baik 
keadaanya kafir (ahli kitab) ataupun bukan 
Kitabi.” Karena Allah Ta'ala berfirman: Dan 
janganlah kamu menikahi orang-orang 
musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) 
sehingga mereka beriman….” (al-
Baqarah:221). 

Dan firman-Nya: 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, 
apabila datang berhijrah kepadamu 
perempuan-perempuan yang beriman, maka 
hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. 
Allah lebih mengetahui tentang keimanan 
mereka; maka jika kamu telah mengetahui 
bahwa mereka (benar-benar) beriman maka 
janganlah kamu kembalikan mereka kepada 
(suami- suami mereka) orang-orang kafir. 
Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu 
dan orang- orang kafir itu tiada halal pula 
bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-
suami) mereka mahar yang telah mereka 
bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini 
mereka apabila kamu bayar kepada mereka 
maharnya. Dan janganlah kamu tetap 
berpegang pada tali (perkawinan) dengan 
perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah 
kamu minta mahar yang telah kamu bayar; 
dan hendaklah mereka meminta mahar yang 
telah mereka bayar. Demikianlah hukum 
Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. 

Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Bijaksana (al-Mumtahanah:10). 
       Syaikh Abu Bakar Al-Jazairy 
Hafidhahullah berkata, “Tidak halal bagi 
muslimah menikah dengan orang kafir 
secara mutlak, baik Ahlul Kitab maupun 
bukan. Para ulama mengemukakan larangan 
Muslimah dinikahi oleh lalaki ahli kitab atau 
non-Muslim itu sebagaian cukup 
menyebutkanya dengan lafal musyrik atau 
kafir, karena maknanya sudah jelas: kafir itu 
mencakup ahli kitab dan musyrik. Di 
samping itu tidak ada ayat ataupun hadis 
yang membolehkan lelaki kafir baik ahli 
kitab ataupun musyrik yang boleh menikahi 
Muslimah setelah turun ayat 10 Surat Al-
Mumtahanah. Sehingga tidak ada kesamaran 
lagi walupun hanya disebut kafir sudah 
langsung mencakup kafir dari jenis ahli kitab 
dan kafir Musyrik. Bahkan lafal musyrik 
saja, para ulama sudah memasukan seluruh 
non-Muslim dalam hal lelaki musyrik 
dilarang dinikahi dengan wanita Muslimah. 

“Dan janganlah kamu menikahkan orang-
orang musyrik (dengan wanita-wanita 
mukmin) sehingga mereka beriman. “(QS. 
al-Baqarah:221). 

         Muhammad Ali as-Shabuni 
menjelaskan, di dalam ayat ini, Allah Ta'ala 
melarang para wali (ayah, kakek, saudara, 
paman dan orang-orang yang memiliki hak 
perwalian atas wanita) menikahkan wanita 
yang menjadi tanggung jawabnya dengan 
orang musyrik. Yang dimaksud musyrik di 
sini adalah semua orang yang tidak 
beragama Islam, mencakup penyembahan 
berhala, Majusi, Yahudi, Nasrani dan orang-
orang yang murtad dari Islam. 
       Al-Imam Al-Qurthubi berkata, “Jangan 
menikahkan wanita muslimah dengan orang 
musyrik. Dan umat ini telah berijma' bahwa 
laki-laki musyrik itu tidak boleh menggauli 
wanita mukminah, bagaimanapun 
bentuknya, karena perbuatan itu merupakan 
panghinaan terhadap Islam. Ibnu Abdil Barr 
berkata, (Ulama ijma') bahwa muslimah 
tidak halal menjadi istri orang kafir. 

2. Menikahi Wanita Muhshanat dari 
Kalangan ahli kitab 
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        Ketika bolehnya menikahi wanita ahli 
kitab yang Muahshanah ‘yang menjaga diri' 
dan kehormatannya sudah tsabat ‘kuat', lalu 
yang lebih utama hendaknya tidak menikahi 
wanita kitabiyah (Yahudi dan Nasrani) 
karerna Umar berkata kepada para sahabat 
yang menikahi wanita-wanita ahli kitab, 
“Talaklah mereka.” Kemudian, mereka pun 
mentalaknya, kecuali Hudzaifah. Lalu Umar 
berkata kepadanya (Hudzaifah), “Talaklah.” 
Dia (Hudzaifah) berkata, “Anda bersaksi 
bahwa dia (wanita kitabiyah) itu haram?” 
Umar berkata, “Dia itu jamrah ‘batu bara 
aktif', maka talaklah dia.” (Hudzaifah) 
berkata, “Anda bersaksi bahwa dia (wanita 
kitabiyah) itu haram?” Umar berkata, “Dia 
itu jamrah.”Hudzaifah berkata, “Saya telah 
mengerti bahwa dia itu jamrah, tetapi dia 
bagiku halal.” 
          Oleh karena itu, ketika Hudzaifah 
menalak wanita kitabiyah itu, ia ditanya, 
“Kenapa kamu tidak menalaknya ketika 
disuruh umar ?”Huzaifah berkata, “Aku 
tidak suka kalau orang-orang memandang 
bahwa aku berbuat suatu perkara yang tidak 
seyogyanya bagiku. Dan kerena barangkali 
hati Umar cenderung kepadanya (wanita 
kitabiyah itu), lalu dia (wanita kitabiyah itu) 
memfitnah atau menguji Umar. Dan 
barangkali di antara keduanya ada anak, 
maka cendrung kepada wanita kitabiyah.” 
          Syi'ah Imamiyah mengharamkan 
(menikahi wanita ahli kitab) dengan firman-
Nya; “…dan janganlah menikahi wanita 
musyrikat sehingga mereka beriman.” 
(2:221) dan ayat; “Dan janganlah kamu tetap 
berpegang pada tali (perkawinan) dengan 
perempuan-perempuan kafir.” (al-
Mumtahanah ayat 10). 

3. Keputusan MUI tentang Perkawinan Beda 
agama 

         Di samping itu ada keputusan 
Musyawarah Nasional ke II Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) No. 05/Kep/Munas 
II/MUI/1980 tanggal 1 Juni 1980 tentang 
Fatwa, yang menetapkan pada angka 2 
perkawinan Beda agama Umat Beragama, 
bahwa: 

a) Perkawinan wanita muslimah dengan 
laki-laki non muslimah adalah haram 
hukumnya. 

b) Seorang laki-laki muslimah diharamkan 
mengawini wanita bukan muslimah. 
Tentang perkawinan antara laki-laki 
muslimah dengan wanita ahli kitab terdapat 
perbedaan pendapat. 

         Setelah mempertimbangkan bahwa 
mafsadahnya lebih besar daripada 
maslahatnya, maka MUI memfatwakan 
perkawinan tersebut haram hukumnya. 
Dengan adanya farwa ini maka Majelis 
Ulama Indonesia mengharapkan agar 
seorang pria Islam tidak boleh kawin dengan 
wanita non Islam kareka haram hukumnya. 

Ketentuan Perkawinan Beda Agama yang 
di Atur dalam Undang-Undang 
Administrasi Kependudukan 

        Dalam Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2006 pasal 1 menyatakan bahwa 
Administrasi kependudukan adalah 
rangkaian kegiatan penataan dan penertiban 
dalam penertiban dokumen dan data 
kependudukan melalui pendaftaran 
penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan 
informasi penduduk serta pendayagunaan 
hasil untuk pelayan publik dan sektor lain. 

        Dalam Undang-Undang Administrasi 
Kependudukan ini terdapat bagian tentang 
pencatatan perkawinan di Indonesia, yang 
terdiri dari Pasal 34, 35, 36, dalam pasal 
tersebut menyebutkan bahwa : 

Pasal 34 

1. Perkawinan yang sah menurut peraturan 
perundang-undangan wajib dilaporkan oleh 
penduduk kepada Instansi pelaksana di 
tempat terjadinya perkawinan paling lambat 
60 (enam puluh) hari sejak tanggal 
perkawinan. 

2. Berdasarkan laporan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan 
sipil mencatat pada Register Akta 
perkawinan dan menerbitkan kutipan Akta 
perkawinan. 

 3. Kutipan Akta perkawinan sebagimana 
dimaksud pada ayat (2) masing- masing 
diberikan kepada suami istri. 
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4. Pelaporan sebagimana dimaksud pada 
ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam 
dilakukan oleh KUA kecamatan. 

5. Data hasil pencatatn atas peristiwa 
sebagimana dimaksud pada Ayat (4) dan 
pada pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh 
KUA kecamatan kepada Instansi pelaksana 
dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari 
setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan. 

6. Hasil pencatatan data sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan 
penerbitan kutipan kutipan Akta Pencatatan 
Sipil. 

7. Pada tingkat kecamatan laporan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana 

Pasal 35 

Pencatatan perkawinan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi: 

a. Perkawinan yang ditetapkan oleh 
pengadilan; dan 

b. Perkawinan Warga negara asing yang 
dilakukan di Indonesia atas permintaan 
Warga Negara Asing yang bersangkutan. 

Pasal 36 

       Dalam hal perkawinan tidak dapat 
dibuktikan dengan Akta perkawinan, 
pencatatan perkawinan dilakukan setelah 
adanya penetapan pengadilan. 

Pada pasal 35 huruf a Undang-Undang 
Administrasi Kependudukan adalah sebuah 
pasal yang memberikan dasar hukum 
dilaksanakannya perkawinan beda agama di 
Indonesia. Pada pasal 35 huruf a menyatakan 
bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh 
pengadilan adalah perkawinan yang 
dilakukan antar umat yang berbeda agama, 
dapat dicatatkan di Instansi Pelaksana yaitu 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
(DKCS) sebagaimana pencatatan 
perkawinan pada umumnya menurut pasal 
34 Undang-Undang Administrasi 
Kependudukan. Jika keabsahan perkawinan 
telah bisa dipastikan, maka amanat 
selanjutnya dari Undang-Undang 
perkawinan harus dijalankan, yakni 
pencatatan perkawinan. 

       Namun setelah melihat penjelasan dari 
pasal 35 huruf a Undang-Undang 
Administrasi Kependudukan, pasal tersebut 
mengesampingkan suatu ketentuan atau 
bunyi dari suatu pasal Undang-Undang yang 
lain yaitu Pasal 2 dan Pasal 8 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974. Meskipun 
Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 
tahun 1974 tidak secara tegas menyebutkan 
larangan perkawinan beda agama, namun 
sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa 
setiap agama di Indonesia melarang 
perkawinan beda agama. Hal tersebut 
diperkuat dengan isi penjelasan atas pasal 2 
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 bahwa tidak ada perkawinan diluar 
hukum masing-masing agamanya dan 
kepercayaannya itu. Sedangkan isi 
penjelasan pasal 35 Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2006 mengizinkan perkawinan 
beda agama. 

Analisis Perkawinan Beda Agama 

        Putusan PN Surabaya yang tidak  
melarang tentang pernikahan RA pengantin 
pria yang beragama Islam dan EDS 
pengantin wanita yang beragama Kristen ini 
menjadi hal yang kontroversi dan 
fonomenal. Di satu sisi kenyataan hidup 
masyarakat Indonesia yang sudah semakin 
maju dan terbuka dalam hal pergaulan lintas 
agama dengan keadaan awalnya yang 
memang berupa masyarakat yang pluralistik, 
dengan satu sisi lainnya, bahwa masyarakat 
Islam Indonesia “sensitif” dengan fenomena 
perkawinan beda agama karena dapat 
menimbulkan mafsadat bagi umatnya. Oleh 
karena itu problem perkawinan beda agama 
di Indonesia menjadi hal yang sulit 
dipecahkan solusinya. 
           Kalau kita analisis mengenai sahnya 
suatu perkawinan telah ditentukan dalam 
pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan: 
“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan 
menurut hukum masing-masing agamanya 
dan kepercayaannya itu”. Adapun yang 
dimaksud dengan “hukum masing-masing 
agamanya dan kepercayaannya itu” 
termasuk ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku bagi golongan agamanya dan 
kepercayaannya masing-masing sepanjang 
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tidak bertentangan atau ketentuan lain dalam 
undang-undang ini. 
         Dari ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 
1 Tahun 1974 dapat diambil kesimpulan 
bahwa bagi mereka yang beragama Islam 
untuk sahnya perkawinan harus dilakukan 
berdasarkan hukum Islam, demikian juga 
bagi mereka yang beragama selain Islam 
(Katolik, Kristen, Budha, Hindu Konghucu 
dan Aliran Kepercayaan), ketentuan agama 
merekalah yang menjadi dasar pelaksanaan 
yang menentukan sah dan tidaknya suatu 
perkawinan yang mereka langsungkan, 
sehingga bagi perkawinan yang 
dilaksanakan sementara bertentangan 
dengan Undang-undang, maka hal ini 
dinyatakan tidak sah dan tidak akan 
mempunyai akibat hukum sebagai ikatan 
perkawinan. 
          Perkawinan merupakan perbuatan 
hukum yang membawa pengaruh sangat 
besar dan mendalam bagi orang yang 
melakukan perkawinan itu sendiri maupun 
bagi masyarakat. Ikatan perkawinan adalah 
ikatan lahir batin dan tanggung jawab yang 
berlanjut, bukan hanya sekedar manusia 
sewaktu hidup di dunia tetapi akan 
dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. 
Untuk mempertanggungjawabkan 
perkawinan, maka perkawinan itu harus 
berdasar dan dilakukan menurut hukum 
agama. 

           Berdasarkan pasal 2 ayat (1) undang-
undang perkawinan yang dijelaskan 
sebelumnya, maka perkawinan beda agama 
tidak diakui dalam undang-undang 
Perkawinan Nasional. Oleh karena itu, 
perkawinan yang dilangsungkan oleh 
mereka yang berbeda agama dianggap tidak 
sah menurut Undang-undang. 

         Diantara tujuan dari perkawinan 
adalah membentuk keluarga yang bahagia 
yang erat kaitannya dengan keturunan. 
Pemeliharaan dan pendidikan bagi anak-
anak mereka menjadi hak dan kewajiban 
orang tua, lalu bagaimana bisa anak-anak 
tersebut dididik dengan latar belakang 
agama yang berbeda dari kedua orang 
tuanya. Selanjutnya tujuan lain dari 
perkawinan adalah menjalankan ibadah, di 
mana melakukan perkawinan adalah bagian 

dari melakukan agama, melakukan perintah 
dan anjuran agama tentu bagian dari ibadah. 
Maka segala bentuk syarat dan tata cara 
ibadah sudah ditentukan oleh masing-
masing agama. 

         Dengan penegasan tersebut diharapkan 
akan memberikan kesadaran dari pengertian 
luas kepada masyarakat bahwa perkawinan 
selain mentaati Allah dan sekaligus 
merupakan ibadah juga harus diperhatikan 
kelangsungan dan kelestariannya. 

Merujuk kepada pasal 2 ayat (1) dan (2) yang 
menentukan bahwa suatu perkawinan harus 
dilakukan menurut hukum masing- masing 
agamanya dan kepercayaannya dan 
dicatatkan menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku, maka ketentuan ini 
merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat 
dipilih keberlakuannya. Apabila hanya 
memenuhi salah satu ketentuan saja, maka 
peristiwa perkawinan tersebut belum 
memenuhi unsur hukum yang ditentukan 
oleh undang-undang. 

         Sebagian besar pemikiran larangan 
kawin beda agama di Indonesia mulai 
bergulir setelah tahun 1970-an. Ideologi atau 
kepentingan yang ada pada larangan 
perkawinan beda agama semakin transparan 
dalam pelacakan Atho Mudzhar yang 
menyingkap bahwa sebenarnya 
dikeluarkannya fatwa MUI yang melarang 
laki-laki dan perempuan untuk menikah 
dengan non muslim, termasuk orang-orang 
ahli kitab, rupanya didorong oleh keinsyafan 
akan adanya persaingan kuantitas pemeluk 
agama. Menurutnya persaingan itu sudah 
dianggap para ulama telah mencapai titik 
rawan bagi pertumbuhan masyarakat 
muslim, sehingga pintu bagi kemungkinan 
dilangsungkannya kawin beda agama harus 
ditutup rapat. Penulis menyimpulkan bahwa 
inilah pusat ideologi dan kepentingan 
konstruksi larangan perkawinan beda agama 
di Indonesia. Persaingan ini pada tingkat 
tertentu sangat mengkhawatirkan para ulama 
dengan semakin banyaknya orang Islam 
yang melakukan konversi akibat perkawinan 
beda agama. 

        Fatwa MUI tahun 1980 perlu dipahami 
dalam bingkai ini. Para ulama merasa dirinya 
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harus menjaga agar jumlah umat Islam tidak 
semakin berkurang. Selanjutnya Soeharto 
memberi peluang kepada politisi Islam 
untuk memperjuangkan kepentingan Islam 
dalam elemen Negara. Pada 1989, 
pemerintah mengajukan Rancangan 
Undang-Undang tentang Peradilan Agama 
untuk dibahas di DPR. Kuatnya dukungan 
Soeharto terhadap Islam membuat 
pengajuan RUU berjalan lancar, hingga pada 
29 Desember 1989 disahkanlah Undang- 
Undang Peradilan Agama yang 
menempatkannya sejajar dengan peradilan 
yang lain, yaitu PN, PTUN, dan Peradilan 
Militer. 

        Semakin eksisnya PA membawa 
konsekuensi perlunya disusun unifikasi 
hukum Islam sesuai kompetensi absolute 
PA, yakni masalah perkawinan, kewarisan, 
dan perwakafan. Prof. Bustanul Arifin yang 
saat itu menjadi Ketua Muda Mahkamah 
Agung urusan PA memunculkan gagasan 
penyusunan Kompilasi Hukum Islam. 
Usulan ini terealisir dengan SK bersama MA 
dan Depag No. 25 tahun 1985. Kristenfobia 
di kalangan elit muslim akan adanya kawin 
beda agama yang sering mengakibatkan 
pindahnya agama seorang muslim 
menemukan momentumnya dalam KHI 
yang akhirnya disahkan dengan Inpres No. 1 
tahun 1991 dan dijadikan pedoman PA di 
seluruh Indonesia. 

        Dari sini kita bisa memahami mengapa 
perkawinan beda agama benar-benar 
menjadi ketakutan tersendiri di sebagian elit 
muslim di Indonesia. Ketakutan tersebut 
tidak hanya diwujudkan pada larangan 
perempuan kawin dengan laki-laki non 
muslim, tetapi juga melarang laki-laki 
muslim menikahi perempuan ahli kitab. 
Larangan ini direalisasikan dengan 
keputusan-keputusan lembaga keagamaan 
dan menemui puncaknya dalam KHI. 
Konstruksi larangan perkawinan beda agama 
ini bermula sebagai diskursus sipil, seperti 
yang dikeluarkan oleh MUI, kemudian 
bergeser menjadi diskursus kekuasaan, 
setelah berlangsungnya kontestasi-
kontestasi antara Islam politik dan Kristen 
politik. 

        Hukum mempunyai nilai filosofis 
apabila hukum tersebut memiliki makna dan 
tujuan. Setiap hukum baik berupa perintah 
atau larangan pasti terkandung makna dan 
tujuan di dalamnya. Begitu pula dengan 
hukum Islam pastilah memiliki makna dan 
tujuan. Makna dan tujuan inilah yang sering 
disebut dengan istilah maqashid syari‟ah. 
Maqashid syari‟ah merupakan bagian dari 
filsafat hukum Islam. Filsafat tentang 
sesuatu berarti pengetahuan yang mendalam 
tentang rahasia dan tujuan dari sesuatu itu. 
Maka dapat dirumuskan bahwa filsafat 
hukum Islam yaitu pengetahuan tentang 
hakikat, rahasia dan tujuan hukum Islam, 
baik yang menyangkut materinya maupun 
proses penetapannya. Kajian terhadap 
maqashid syari‟ah itu sangat penting dalam 
upaya ijtihad hukum, karena maqashid 
syari‟ah dapat menjadi landasan penetapan 
hukum. Pertimbangan ini menjadi suatu 
keharusan bagi masalah-masalah yang tidak 
ditemukan ketegasan dalam nash. 

        Tujuan utama dari syar‟i adalah 
maslaḥaḥ manusia. Kewajiban- kewajiban 
dalam syari‟ah adalah memperhatikan 
maqashid syari‟ah dimana ia merubah 
tujuan untuk melindungi masalih manusia. 
Asy- Syathibi mengemukakan terdapat 5 
unsur Dharuriyat yang harus dipenuhi untuk 
mencapai kemaslahatan: 

نيدلا ظفح :يىو ةسخم تايرورضلا عوممجو ، 
لقعلاو ،للاماو ،لسنلاو ،سفلاو .◌ٕ◌ٔ◌ٔ 

Lima unsur pokok yang harus dipelihara dan 
diwujudkan adalah agama (hifẓ ad-din), jiwa 
(hifẓ an-nafs), akal (hifẓ al-„aql), keturunan 
(hifẓ an-nasl), dan harta (hifẓ al-mal). 

         Dalam kaitannya perkawinan beda 
agama, laki-laki beragama Islam dan pihak 
perempuan non Islam, membuka peluang 
lahirnya keturunan yang menganut 
kepercayaan ibunya. Hal ini tentunya 
bertentangan dengan hifz ad-din dan hifz an-
nasl, sebagaimana menjamin anak turunnya 
dalam beragama. Ketika perempuan 
muslimah dinikahi laki-laki beragama non 
islam, kerusakan yang paling fatal yaitu 
neraka, sebagaimana telah dijelaskan dalam 
surat al-Baqarah ayat 221. Tentu saja hal ini 
bertentangan dengan cita cita syariat secara 
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umum. Dalam artian yang seperti inipun, 
ternyata perkawinan beda agama masih 
berbenturan dengan aturan yang ada, yang 
mana mafsadatnya lebih besar daripada 
maslahatnya. 

       Salah satu bagian yang diatur dalam 
masalah perkawinan ini adalah boleh 
tidaknya seorang muslim atau muslimah 
menikahi orang yang tidak seagama dengan 
mereka. Dalam literatur fikih diterangkan 
bahwa seorang muslim tidak boleh menikahi 
wanita musyrik, seperti yang bisa kita lihat 
dalam dalil dibawah ini: 

ةملأ و نّ◌ مؤي تىح تاكرشلما اوحكنت لا و  
مكتبجعأ ول و ةكرشم نم يرخ ةنمؤم  

Artinya: 

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-
wanita musyrik, sebelum mereka beriman. 
Sesungguhnya wanita budak yang mukmin 
lebih baik dari wanita musyrik, walaupun 
Dia menarik hatimu”. 

         Dalam ayat di atas, seorang muslim 
dilarang menikahi seorang wanita musyrik, 
akan tetapi dalam ayat lain diperbolehkan 
untuk menikahi seorang wanita kitabiyyah 
yaitu wanita Yahudi atau Nasrani yang 
berpegang teguh pada kitab yang diturunkan 
pada mereka yaitu taurat dan injil seperti 
yang dijelaskan seorang ulama madzhab 
Syafi‟i Syekh Zainuddin al-Malibari. Akan 
tetapi bila ditarik kedalam praktek 
kehidupan masyarakat sekarang, akan sangat 
sulit sekali menemui kriteria ini atau boleh 
dikatakan mustahil karena dalam kriteria ini 
disyaratkan wanita itu memang benar-benar 
menganut agama samawi dan memegangi 
kitabnya tersebut. Maka secara umum 
seorang lelaki muslim dilarang menikah 
kecuali dengan seorang muslimah. 

Sedangkan perempuan muslimah tidak 
diperbolehkan menikah kecuali dengan laki 
laki muslim, karena tidaklah mungkin 
seorang yang bukan muslim mendapatkan 
hak wilayah atas seorang yang beragama 
Islam. Hal ini bisa dilihat dalam al-Qur‟an 
dibawah ini: 

دبعل و اونمؤي تىح ينكرشلما اوحكنت لا و  
كئلوأ  ،مكبجعأ ول و كرشم نم يرخ نمؤم  
نوعدي  

ةرفغلما و ةنلجا لىا وعدي للھا و رانلا لىا  
نوركذتي مھلعل سانلل وتايأ ينّبي و ونذإب . 

Artinya: 

“Dan janganlah kamu menikahkan orang-
orang musyrik (dengan wanita-wanita 
mukmin) sebelum mereka beriman. 
Sesungguhnya budak yang mukmin lebih 
baik dari orang musyrik, walaupun dia 
menarik hatimu. Mereka mengajak ke 
neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan 
ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah 
menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah- 
perintah-Nya) kepada manusia supaya 
mereka mengambil pelajaran”. 

Dan di surat lain: 

يننمؤلما ىلع نيرفاكلل للھا لعیج نل و  
لَیبس  

Artinya: 

Allah tidak akan memberi jalan kepada 
orang Kafir untuk mengalahkan orang-orang 
beriman. 

         Dua ayat diatas menjelaskan tentang 
larangan seorang muslimah dinikahi lelaki 
yang tidak beragama Islam. Disamping itu, 
disebutkan pula bahwa suami yang tidak 
Islam dianggap mengajak menuju neraka, 
sedangkan yang demikian ini sangatlah 
bertentangan dengan segala aturan Islam 
yang mengajak umatnya ke surga. 

         Dalam kaitannya dengan pasal 2 ayat 
(1) Undang Undang Perkawinan yang 
menyebutkan bahwa “perkawinan adalah 
sah apabila dilakukan menurut ketentuan 
hukum masing-masing agama dan 
kepercayaannya itu”, maka jelaslah tentang 
adanya kesesuaian antara fikih dan peraturan 
tertulis yang diundangkan di Indonesia. 

         Allah sebagai Syari‟, tidaklah 
menetapkan sebuah aturan kecuali untuk 
mewujudkan kebaikan bagi umatnya. Maka 
dari itu tidaklah dijumpai sebuah aturan 
agama kecuali disitu terdapat sisi-sisi yang 
mendatangkan manfaat bagi umat dan 
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menolak kerusakan bagi mereka. Inilah yang 
biasa dikenal sebagai mashlahah. 

       Sedang mashlahah itu sendiri jika dilihat 
dari efek yang ditimbulkan, terbagi menjadi 
tiga, dhoruriyyah (primer), haajiyah 
(sekunder), tahsiniyyah (tersier). 
Dhoruriyyah adalah sesuatu yang harus ada 
dalam kehidupan seseorang, yang 
ketidakadaanya membuat kehidupan 
menjadi terganggu atau bahkan tidak 
berjalan dan mengantarkan kepada 
kerusakan. Sedangkan Hajiyah adalah 
sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang 
untuk menghilangkan kesusahan dalam 
menempuh hidup, yang ketidakadaannya 
hanya membuat urusan menjadi susah tidak 
sampai terjadi kerusakan yang fatal. Adapun 
Tahsiniyah adalah sesuatu yang bukan 
dhoruri dan bukan pula haajiy, yang 
keberadaannya sebagai pelengkap atas 
kehidupan. 

          Dalam kaitannya dengan pasal 2 ayat 
(1) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, 
terdapat kesamaan visi dimana aturan ini 
mengakomodir kebutuhunan dhoruri dari 
umat Islam yaitu beragama. Agama dalam 
kehidupan seorang muslim berada dibarisan 
terdepan untuk dijaga, apapun yang 
berpotensi mengganggu agama harusnya 
dicegah. Baik yang berkaitan dengan ajaran 
agama ataupun yang berkaitan dengan 
penganutnya. 

          Perkawinan beda agama, pada jenis 
yang pertama, yaitu pihak laki laki beragama 
Islam dan pihak perempuan non Islam, 
membuka peluang lahirnya keturunan yang 
menganut kepercayaan ibunya. Secara tidak 
langsung, ini mengurangi populasi umat 
Islam. Dimana dewasa ini, kuantitas juga 
turut andil mempengaruhi keputusan disuatu 
wilayah. Ketika jumlah umat Islam itu kecil, 
dan menjadi minoritas, secara otomatis 
kepentingan Islam pun akan sulit 
terakomodir karena pada umumnya yang 
menjadi pemegang kebijakan pada suatu 
wilayah adalah kelompok mayoritas. Sedang 
ketika pemegang kebijakan bukan orang 
Islam maka kepentingan umat Islam akan 
sulit terakomodir. Hal ini masih jauh lebih 
baik dari kemungkinan lain yaitu keputusan 

yang dihasilkan disuatu wilayah adalah 
keputusan yang merugikan umat Islam. 

          Maka kecilnya kuantitas umat Islam 
yang menjadi wasilah terpojokkannya Islam 
harus dicegah. Hal ini sesuai dengan kaidah 
Fikih yang mengatakan bahwa : 

ةياغلا مكح لئاسولل  

Artinya: 

Hukum perantara seperti hukum 
tujuan. 

        Untuk model perkawinan beda agama 
yang kedua dimana wanita muslimah 
dinikahi oleh laki laki non muslim, maka 
pelarangan tersebut sangat tepat karena 
selain memberikan akibat seperti model 
yang pertama, disini secara eksplisit telah 
disebutkan dalam ayat selanjutnya: 

نوعدي كئلوأ  

Artinya: 

دبع لا و اونمؤي تىح ينكرشلما اوحكنت لا و   
و رانلا لىا مكبجعأ ول و كرشم نم يرخ نمؤم  
ينّبي و ونذإب ةرفغلما و ةنلجا لىا وعدي للھا  

نوركذتي مھلعل سانلل وتايأ  

“Dan janganlah kamu menikahkan orang-
orang musyrik  (dengan wanita-wanita 
mukmin) sebelum mereka beriman. 
Sesungguhnya budak yang mukmin lebih 
baik dari orang musyrik, walaupun dia 
menarik hatimu. Mereka mengajak ke 
neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan 
ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah 
menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah- 
perintah-Nya) kepada manusia supaya 
mereka mengambil pelajaran”. 
        Setelah disebutkan adanya pelarangan, 
Allah SWT melanjutkan dengan menyebut 
alasan pelarangan tersebut yaitu karena para 
lelaki non muslim yang menikahi wanita 
muslimah hanya akan membawa orang 
Islam menuju sebuah kerusakan yang paling 
fatal yaitu neraka. Tentu saja hal ini 
bertentangan dengan cita cita syariat secara 
umum. 
        Menurut pandangan Ali Jumuah, yang 
memberikan urutan penjagaan mashlahah 
dengan hifz al-Nafs, hifz al-„Aql, hifz al- 
Diin, hifz al-Nasl, hifz al-Maal, Agama 

Fakultas Hukum Universitas Gresik - 172 
 



Islam adalah aturan Allah bagi semua 
manusia yang berakal sehat dimana 
didalamnya terdapat kemanfaatan bagi 
kehidupan dunia ataupun agamanya. 
Sedangkan term hifz al-Diin yang diletakkan 
pada urutan ketiga disini diartikan ajaran 
agama Islam. Dalam artian yang seperti 
inipun, ternyata perkawinan beda agama 
masih menabrak aturan yang ada. 

KESIMPULAN 
      Putusan PN Surabaya yang tidak  
melarang perkawinan beda Agama. Dengan 
beberapa pertimbangan yang diambil oleh 
hakim dalam menangani perkara ini, yaitu: 
perimbangan Pertama, pernikahan atau 
perkawinan berbeda agama tidaklah 
merupakan larangan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974. "Bahwasanya 
UU No. 1/1974 tentang perkawinan tidak 
mengatur mengenai perkawinan beda 
agama. Oleh karena itu dipertimbangkan 
untuk mengabulkan permohonannya untuk 
mengisi kekosongan aturan-aturan UU 
Perkawinan”. Pertimbangan kedua, ialah 
Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2006 tentang Administrasi 
kependudukan, maka terkait dengan masalah 
perkawinan beda agama adalah menjadi 
wewenang pengadilan negeri untuk 
memeriksa dan memutusnya. "Kemudian 
mengacu juga pada UU Adminduk yang 
sudah ada, pasal 35 A uu 23/2006 yang 
diperbaiki dengan UU 24/2013. Dengan 
demikian, penetapan ini, pada pokoknya 
adalahnya mengizinkan untuk mencatatkan 
perkawinan beda agama di Dispendukcapil 
Surabaya," .Putusan PN ini bertentangan 
dengan PS 2 UU Perkawinan dan UU 
Perkawinan tidak sejalan dengan UU 
Administrasi kependudukan sehingga harus 
ada kajian lebih dalam karena perihal agama 
sangat sensitif di Indonesia. 
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